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1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi di Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang telah
menghasilkan berbagai perubahan khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan.
Salah satu perubahan signifikan yang terjadi pada era reformasi adalah
berubahnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang diwujudkan
dalam otonomi daerah. Tujuan ‘pelaksanaan’ otonomi-daerah adalah mewujudkan
sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai
dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas
publik, pemerintah daerah yang semakin responsif terhadap masyarakat,
meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya
efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta
meningkatnya demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010). Dalam sistem
desentralisasi pemerintah daerah menjadi entitas pelaporan yang memiliki
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk dari akuntabilitas
kepada pemerintah' pusat dan' kepada - masyarakat. Pengelolaan keuangan
pemerintah menjadi pusat perhatian karena pada prinsipnya uang pemerintah
(negara) bersumber dari rakyat dan oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan
kepada rakyat.

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah dilakukan melalui suatu reformasi manajemen keuangan daerah. Aspek
utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi perubahan sistem

anggaran, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, perubahan



sistem akuntansi, dan perubahan basis akuntansi (Mahmudi, 2010). Reformasi
keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan good governance.

Good Governance menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas usaha(Mardiasmo, 2002).

United Nation Development Program (UNDP) memberikan beberapa
karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi (Mardiasmo, 2002):

1) Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan Dberbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif.

2) Rule of law
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) Transparency
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.



4) Responsiveness
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani
stakeholder.
5) Consensus orientation
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6) Equity
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
kesejahteraan dan keadilan:
7) Efficiency and effectiveness
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien)
dan berhasil guna (efektif).
8) Accountability
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9) Strategic vision

Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, ada tiga hal yang dapat diperankan oleh
akuntansi sektor publik dalam. pengelolaan: keuangan negara yaitu penciptaan
transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (economy, efficiency, dan
effectiveness).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas
dan value for money dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah berupa laporan
keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Upaya



tersebut diikuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan diantaranya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 menyatakan bahwa kepala daerah
menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD berupa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 100 ayat 5
menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan
Laporan Keuangan.-SKPD:. Selain- itu juga. Permendagri--No...13 tahun 2006
menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah (PKPKD) melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada (1)
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) selaku pejabat/pengguna anggaran; sehingga PPKD dan
pengguna anggaran mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan
keuangan. Selain itu SKPD sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran oleh karenanya wajib -menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk, digabungkan pada entitas -pelaporan (unit
pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi).
Sehubungan dengan hal tersebut penyampaian Laporan Keuangan di
Pemerintah Daerah pada umumnya dibagi dua, yaitu:
1) Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD) yang disusun oleh pengguna
anggaran dan dijadikan sumber penyusunan LKPD;
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh

SKPKD.



Dengan demikian laporan keuangan saat ini tidak lagi bertumpu hanya
pada Bagian atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi lebih bertumpu
pada tingkat SKPD vyaitu LK SKPD untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi
LKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, pada tanggal 13 Juni 2005 pemerintah
menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
PP ini menjadi--acuan_bagi penyusun’ faporan) keuangan,-pemeriksa laporan
keuangan, dan pengguna laporan keuangan daerah.

Pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu
basis kas menuju akrual (cash toward accrual basis). Basis ini tersurat dalam PP
Nomor 24 Tahun 2005 pada bagian kerangka konseptual yang berbunyi:

“Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan
ekuitas dalam Neraca.”

Tahapan atau proses penyusunan laporan keuangan sangatlah jelas pada
masa ini, yaitu proses penyusunan laporan keuangan di SKPD selambat-
lambatnya selesai pada ‘tanggal 28 Februari. Selanjutnya, selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret SKPKD sudah harus menyelesaikan laporan keuangan
pemerintah daerah. Sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, LKPD
tersebut harus direviu oleh Inspektorat.

Setelah lebih kurang 5 (lima) tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP

pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. SAP



Berbasis Akrual ini harus dimplementasikan oleh pemerintah daerah paling lama
5 (lima) tahun sejak PP ini diterbitkan.

Pemerintah Kota Padang sebagai pengelola keuangan daerah
mempunyai kewajiban untuk menyusun LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dapat disusun apabila semua LK SKPD se-Kota Padang sudah
disampaikan kepada SKPKD yang kemudian digabung menjadi LKPD.

Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Padang masih
menggunakan PP-.Nomor .24 1Tahun! 2005 sebagai acuan..dalam penyusunan
laporan keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis
Akrual baru akan diterapkan pada TA. 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penyusunan LKPD di Kota
Padang masih mengalami kesulitan terutama dalam proses penggabungan LK
SKPD. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya penyesuaian yang harus
dibuat SKPKD misalnya penyesuaian/koreksi terkait dengan mutasi aset. Proses
penyusunan LKPD akan lebih mudah dilakukan jika didukung oleh LK SKPD
yang sudah disajikan sesuai dengan SAP dan disampaikan ke SKPKD tepat
waktu.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah LK SKPD sudah sesuai SAP,
perlu dilakukan reviu LK SKPD oleh Inspektorat, akan tetapi sampai sekarang
reviu maupun rekomendasi yang diberikan Inspektorat masih terbatas
pada hal-hal yang berhubungan dengan kesesuaian jumlah antar pos dan
kesesuaian dengan LKPD dan belum memberikan informasi tentang tingkat
implementasi SAP pada LK SKPD. Penilaian tingkat implementasi SAP pada LK

SKPD perlu dilakukan agar diketahui LK SKPD mana yang sudah



mengimplementasikan SAP maupun yang belum mengimplementasikan SAP
dengan semestinya. Diharapkan dengan informasi ini dapat membantu Inspektorat
dalam melaksanakan reviu maupun menyusun program pengawasan serta
membantu dalam membuat kebijakan terkait peningkatan implementasi SAP pada
LK SKPD.

Oleh karena itu reviu Inspektorat perlu dilengkapi dengan
informasi tentang tingkat implementasi SAP di masing-masing SKPD dengan
menggunakan Kkriteria-kriteria 1SAR! Sebagai “dasar; penilaian,..sehingga dapat
diketahui indeks implementasi SAP di masing-masing SKPD selain itu juga dapat
memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kriteria-kriteria SAP yang telah
dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh SKPD. Dengan informasi
tersebut diharapkan untuk periode yang akan datang, masing-masing SKPD dapat
mengimplementasikan semua ' Kriteria SAP dalam penyusunan LK SKPD,
sehingga penyusunan LKPD akan menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan
tertib administrasi keuangan dalam rangka mendukung terciptanya transparansi,
akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan negara.

Sehubungan dengan hal, tersebut penulis tertarik melakukan penelitian
untuk mengevaluasi implementasi SAP pada LK SKPD di Pemerintah Kota
Padang dengan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria dalam SAP berdasarkan PP

Nomor 24 Tahun 2005 yang disesuaikan dengan jenis transaksi di tiap-tiap SKPD.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



1)

2)

1.3

Berapakah indeks implementasi SAP untuk masing-masing LK SKPD Kota
Padang TA 2014?
Bagaimanakah Kklasifikasi tingkat implementasi SAP pada LK SKPD

Kota Padang TA 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan-rumusan imasalah di atas jmaka, tujuan-dari penelitian ini

adalah untuk:

1.

Menghitung indeks implementasi SAP pada masing-masing LK SKPD Kota
Padang TA 2014;
Menentukan klasifikasi tingkat implementasi SAP pada LK SKPD Kota

Padang TA 2014.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian 'ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur
akuntansi - pemerintahan/ akuntansi .sektor . publik mengenai implementasi
standar akuntansi pada laporan keuangan SKPD dan LKPD.

Bagi jajaran pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Padang, hasil
dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi SAP dapat berjalan
dengan baik serta memberikan tambahan metode/ alat yang bisa digunakan
oleh Inspektorat dalam melakukan reviu Laporan Keuangan SKPD. Selain

itu penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk



mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi terkait dengan standar

akuntansi pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I

Bab 11

Bab 111

Bab IV :

Bab V

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Landasan Teori

Bab..ini.-.menguraikan- teori-teori. yang, berkaitan..dengan penelitian
yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan dan reviu laporan
keuangan pemerintah daerah, juga pembahasan mengenai hasil
penelitian terdahulu.

Metoda Penelitian

Pada bab ini dibahas jenis penelitian, jenis data dan metode
pengumpulan data, serta prosedur evaluasi dan implementasi standar
akuntansi pemerintahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab-ini menguraikan hasil. pengolahan data penelitian-yang terdiri dari
indeks implementasi SAP pada masing-masing SKPD dan kelas
tingkat implementasi SAP pada LK SKPD.

Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan untuk menjawab tujuan dari
penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi pemerintah daerah
terkait pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan

keuangan.



